BAB IV

Tinjauan penerapan tanggung jawab perdata PT Firstwap sebagai penyelenggara jasa multimedia terhadap konsumen
A. Ketentuan Layanan Penyelenggaraan Jasa Multimedia 
Penyelenggaraan jasa multimedia selalu menetapkan aturan atau ketentuan yang bersifat baku dalam berbagai nama seperti term & conditions, terms of service, ketentuan layanan dan banyak lagi. Pada umumnya klausula yang dibuat oleh satu pihak sangat merugikan konsumen yang memiliki posisi lemah, karena beban atau kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen
. 

Dalam  memberikan layanannya sebagai penyelenggara jasa multimedia, PT Firstwap (selanjutnya disebut 1rstWAP) menentukan persyaratan yang dituangkan dalam ketentuan layanan yang berbentuk klausula baku, sesuai dengan pengertian klausula baku menurut UUPK:

“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”
.

B. Tanggung Jawab Perdata Terhadap Ketentuan Layanan PT Firstwap

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang dapat juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.
 Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Klausula eksonerasi yaitu klausula yang dicantumkan dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dibuat dalam ketentuan layanan 1rstWAP dapat dijumpai pada klausula sangkalan bertentangan dengan pasal 1365 KUHPerdata: 

“Kami atau penyedia layanan pihak ketiga manapun tidak bertanggung jawab untuk semua jenis kecelakaan. Kerugian, tuntutan, kerusakan atau kerugian lainnya yang dapat dihukum, yang insidental atau yang beruntun, termasuk, tapi tidak hanya terbatas pada, kehilangan keuntungan atau tabungan, tidak soal apakah berdasarkan kontrak atau tidak yang muncul karena atau dalam satu atau lain hal berhubungan dengan penggunaan situs ini, termasuk tidak hanya terbatas pada pengunaan fasilitas pembayaran dengan kartu kredit dari pihak ketiga walaupun akibat tersebut telah diberitahukan sebelumnya”.

Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, dengan membuktikan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 1365 KUHPerdata tersebut, yaitu:

1. Ada perbuatan

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

3. Ada kesalahan

4. Ada kerugian
5. Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian
Yang dimaksudkan sebagai perbuatan dalam hal ini adalah baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya 1rstWAP tidak berbuat sesuatu, padahal mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku
. 

Yang dimaksudkan dengan melawan hukum diartikan seluas luanya meliputi hal hal sebagai berikut
:

· Perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku;

· Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.

· Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

· Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

· Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Kesalahan merupakan unsur yang penting dalam perbuatan melawan hukum karena dengan terbuktinya kesalahan membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum. Suatu kesalahan apabila memenuhi unsur unsur sebagai berikut
 

1. Ada unsur kesengajaan,atau;

2. Ada unsur kelalaian, dan;

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf

Kerugian dapat bersifat materiil (harta kekayaan) dan dapat pula bersifat idiil. Dengan demikian kerugian harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang.

Dalam terjadinya perbuatan melawan hukum harus terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sedangkan klausula ketentuan layanan yang menyatakan: 

“Di bawah keadaan apapun, 1rstWAP, termasuk disini, kantor, agen atau siapapun yang terlibat dalam membuat, memproduksi, memelihara dan mendistribusikan layanan 1rstWAP tidak dapat dituntut untuk kerusakan tiba-tiba atau berurutan secara langsung atau tidak langsung, yang diakibatkan dari penggunaan atau ketidakmampuan penggunaan layanan”.

Bertentangan dengan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai, diatur dalam pasal 1366 KUHPerdata, sebagai berikut 

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Dan pertanggungjawaban majikan dalam pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya.

 
Ada beberapa kemungkinan penuntutan yang dapat didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata, yaitu
 :

· Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang;

· Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;

· Pernyataan bahwa perbuatan adalah melawan hukum;

· Larangan dilakukannya perbuatan tertentu;

· Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;

· Pengumuman keputusan dari sistem yang telah diperbaiki.

C. Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Ketentuan Layanan PT Firstwap

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan dilakukan oleh 1rstWAP dengan menganjurkan untuk memahami semua pasal dan juga termasuk perubahan ketentuan layanan yang dilakukan secara periodik. Versi terbaru dari ketentuan dan persyaratan bisa didapatkan di www.1rstwap.com/docs/tos.htm. Konsumen pemanfaat jasa multimedia yang menggunakan layanan 1rstWAP tidak diperbolehkan menggunakan account atau layanan 1rstWAP untuk:

· mengirimkan pesan yang tidak diinginkan atau tidak diminta atau spam; 

· melecehkan atau mencemarkan; 

· berhubungan dengan aktifitas yang tidak sah atau terorisme; 

· berhubungan dengan perdagangan gelap dan kriminalitas; 

· menirukan orang lain dengan tujuan penipuan atau menyesatkan; 

· dengan tidak sepatutnya menerima komunikasi yang ditujukan kepada orang lain; 

· berhubungan dengan segala aktifitas yang melanggar hukum; 

· menyebarkan, mengirimkan, atau menampilkan kata-kata, bahasa, karakter, gambar atau isi yang tidak senonoh; 

· mengakses atau menyimpan informasi orang lain tanpa ijin dari orang yang bersangkutan;

· menggunakan layanan untuk menyebarkan hal-hal yang berhubungan dengan rasisme, fitnah, ancaman atau pornografi.

Namun hak dari konsumen pemanfaat jasa multimedia, untuk memperoleh hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
, dingkari oleh 1rstWAP dengan bentuk klausula :

“Layanan 1rstWAP diadakan dengan dasar "sebagaimana adanya", dan 1rstWAP tidak memberi janji, jaminan atau perwakilan atas keberadaan atau kemampuan dari layanan. Kapan saja dan tanpa periode yang jelas, layanan dapat dikurangi atau beberapa fasilitas ditiadakan; dalam kasus seperti ini dan terlepas dari kinerja atau kondisi layanan, 1rstWAP tidak bertanggung jawab atas segala akibat negatif yang terjadi”.

Klausula tersebut juga bertentangan dengan kewajiban penyelenggaraan jasa multimedia yang dilakukan  1rstWAP, yaitu
:

· beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

· memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pcnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

· memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 

· menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 

· memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 

· memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

·  memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian
D. Sanksi Administratif Terhadap Ketentuan Layanan PT Firstwap Menurut Hukum Perlindungan Konsumen

Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
 ada pada 1rstWAP. Namun 1rstWAP telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dengan menuliskan klausula sangkalan dalam ketentuan layanan:

“Kami atau penyedia layanan pihak ketiga manapun tidak bertanggung jawab untuk semua jenis kecelakaan. Kerugian, tuntutan, kerusakan atau kerugian lainnya yang dapat dihukum, yang insidental atau yang beruntun, termasuk, tapi tidak hanya terbatas pada, kehilangan keuntungan atau tabungan, tidak soal apakah berdasarkan kontrak atau tidak yang muncul karena atau dalam satu atau lain hal berhubungan dengan penggunaan situs ini, termasuk tidak hanya terbatas pada pengunaan fasilitas pembayaran dengan kartu kredit dari pihak ketiga walaupun akibat tersebut telah diberitahukan sebelumnya”.

Jika konsumen pemanfaat jasa multimedia dirugikan akibat mengkonsumsi jasa yang diperdagangkan oleh penyelenggaraan jasa multimedia, konsumen dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya tersebut.


Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
.


Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dan pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.


Jika 1rstWAP menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka 1rstWAP dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau diajukan ke badan pengadilan di tempat kedudukan konsumen. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab 1rstWAP
.Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap 1rstWAP berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
. 

E. Sanksi Pidana Terhadap Ketentuan Layanan PT Firstwap Menurut Hukum Perlindungan Konsumen
Pelaku usaha dilarang memperdagangkan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
. Namun ketentuan tersebut dilanggar oleh ketentuan layanan 1rstWAP yang memuat:

“Layanan 1rstWAP diadakan dengan dasar "sebagaimana adanya", dan 1rstWAP tidak memberi janji, jaminan atau perwakilan atas keberadaan atau kemampuan dari layanan. Kapan saja dan tanpa periode yang jelas, layanan dapat dikurangi atau beberapa fasilitas ditiadakan; dalam kasus seperti ini dan terlepas dari kinerja atau kondisi layanan, 1rstWAP tidak bertanggung jawab atas segala akibat negatif yang terjadi”.

Perbuatan dalam klausula tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut UUPK, karena dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran
. Bahwa Penyelenggara jasa multimedia wajib memenuhi kualitas standar pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi
.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan pasal 18 UUPK. Namun demikian masih dapat dijumpai klausula yang

1. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha
, berupa:

“Bila terjadi perselisihan antara Anda dengan anggota atau pengguna layanan 1rstWAP lainnya, Anda telah membuat persetujuan yang tidak dapat diubah untuk melepaskan 1rstWAP dan karyawannya, agen, pelanggan dan penyedia dari gugatan, permintaan, tuntutan hukum, kerusakan atau denda yang diakibatkan oleh perselisihan dan anda akan menanggung segala gugatan, permintaan, tuntutan hukum, kerusakan atau denda dengan resiko dan biaya anda sendiri”.

2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli
, terdapat dalam klausula konsumen kinerja dan kontinuitas :

“Layanan 1rstWAP dan keuntungannya ditawarkan berdasarkan pertimbangan 1rstWAP sendiri. 1rstWAP berhak untuk mengubah atau memutuskan, sementara atau selamanya, seluruh atau sebagian layanan ini, untuk semua alasan, dengan pertimbangan tertentu, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Anda”.

3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
, terdapat dalam klausula aturan pembayaran:

“Semua pembayaran dan biaya tidak dapat dikembalikan”.

dan terdapat pada klausula sangkalan:

“Mohon diingat bahwa semua pembayaran kartu kredit ini tidak dapat dikembalikan atau diuangkan”

4. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
, terdapat pada klausula batasan penggunaan:
“Anda setuju bahwa 1rstWAP dapat membatasi jumlah pengiriman SMS, pesan-pesan instan dan segala jenis komunikasi yang lainnya dan lalu lintas pengiriman dari, ke dan melalui layanan 1rstWAP. 1rstWAP juga dapat membatasi panjang pesan SMS dan pesan lain dan membatasi tempat penyimpanan alamat dan nomer telepon, pesan yang disimpan maupun data lain dari setiap pengguna. 1rstWAP berhak untuk mengubah tipe dan jumlah produk dan layanan yang diberikan sebagai bagian dari layanan 1rstWAP setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya”.
5. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
, terdapat pada klausula lingkup layanan berupa:

“ketentuan layanan ini juga berlaku untuk hal-hal yang tidak disebutkan misalnya ada sesuatu yang baru mengenai perubahan atau pembaruan fitur-fitur dan/atau perubahan layanan 1rstWAP tanpa pengecualian”.

Oleh karena itu 1rstWAP wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK
. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh 1rstWAP pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum
 dan 1rstwap dapat  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
, dimana  penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap 1rstWAP dan/atau pengurusnya
. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa
:

1. perampasan barang tertentu; 

2. pengumuman keputusan hakim; 

3. pembayaran ganti rugi; 

4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; 

5. kewajiban penarikan barang dari peredaran;

6. pencabutan izin usaha.
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